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PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
Nomor 1 Tahun 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa peningkatan derajat kdaahmasyarakat merupakan tanggung jawab
bersama Pemerintah dan masyarakat, oleh karen@titbusi penyelenggaraan
rumah sakit pemerintah daerah perlu dipikul bersatelh pemerintah daerah dan
masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuatagmh dan kondisi
sosial ekonomi masyarakat;

b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 M&001 tentang Tarif
Pelayanan dan Perawatan di Rumah Sakit DaerahrBrdjgimbi, dipandang sudah
tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaangetdais

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksiatbm huruf a dan
huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentalgyBran Rumah Sakit Umum
Daerah Raden Mattaher Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tiah@57 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Swatantra Tingkat | Sumatera Barat, Janan, Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaiamalah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapatang-Undang
Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang PembentukamabDd@aerah Swatantra
Tingkat | Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjatidng-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,bEdran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentanggKatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambaleembaran Negara
Republik Indonesia 3495);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajakaerdh dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@887 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N@686) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Ta@000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaragafde Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembalagara Republik
Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembamtuReraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Istioi@hun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaoNdB89);



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembéant®aerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,bEdran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telakrapa kali diubah, terakhir
dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangbBhan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembriDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Thiabd.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentabgpB& Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,bEdran Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentamgyedRdaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuf5 28lomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&it8)4

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadgr®Pan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerabgiiaanmNegara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaragafd Republik
Indonesia Nomor 4593) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentangb&gan Urusan
pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan DaePabvinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran NeBagublik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rkepgndonesia Nomor
4737).

10.Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomageRdsman Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagror 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tab06 fentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/MENKES/PER/Itentang Rumah
Sakit;

12.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MENKES/SKI®7, tentang Pola
Tarif Rumah Sakit Pemerintah.

13.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Itm@¢k Bappeda, dan
Lembaga Tehnis Daerah Provinsi Jambi (LembarandbaRrovinsi Jambi Tahun
2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah ProvingiJdomor 15);

Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PAEYANAN
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN
MATTAHER JAMBI.

BAB |
KETENTUAN UM UM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan PerangkatalDasebagai unsur penyelenggaran
pemerintahan daerah.



3. Gubernur adalah Gubernur Jambi

4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Raddtaiva Jambi yang selanjutnya disebut
RSUD Raden Mattaher.

5. Direktur Utama adalah Direktur Utama RSUD Radentdfar Jambi.

6. Retibusi pelayanan kesehatan adalah pungutan yaeigankan kepada subyek retribusi sebagai
imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberigh Rumah Sakit.

7. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan oeadikonmedik.

8. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifatigduliyang diberikan oleh tenaga medik, para
medik berupa pemeriksaan, konsultasi, dan tindakeufik.

9. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang diberiegpada pasien dan pihak lain di Rumah
sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengalay&#an Medik meliputi pelayanan
Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan Administraday@nan laundry dan lain lain pelayanan
yang terkait dengan pelayanan kesehatan.

10.Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepadan padigk observasi, diagnosis, pengobatan,
rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan laitaryga tinggal di ruang rawat inap.

11.Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan kesehatanharus diberikan secepatnya untuk
mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.

12.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasiek obsesrvasi, perawatan, diagnosis,
pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayammeHatan lainnya dengan menempati tempat
tidur.

13.Pelayanan Rawat Intensif adalah Pelayanan yangikhbekepada Pasien dalam keadaan kritis
yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif psatagan khusus dengan sarana khusus dan
tenaga yang terampil.

14.Pelayanan Rawat Isolasi adalah Pelayanan yangldihétepada Pasien pada ruangan khusus yang
merawat Pasien dengan penyakit infeksi menularyatag perlu penatalaksanaan khusus.

15.Pelayanan Rawat Sehari/One day Care di Rumah Sd&lah pelayanan kepada pasien untuk
obsesvasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, @ndakedik, rehabilitasi medik dan atau
pelayanan kesehatan lain dan menempati tidur kudarg 24 jam .

16.Pelayanan Rawat Siang Hari/Day care  adalah pe#ay kepada pasien untuk observasi,
perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi knddn atau pelayanan kesehatan lain dan
menempati tempat tidur kurang dari 12 jam .

17.Rawat Rumah/Home Care adalah pelayanan pasiemnth untuk observasi, pengobatan,
rehabilitasi medik pasca rawat inap.

18.Ambulance Care Unit adalah pelayanan dalam raongkarvasi, diagnosis, pengobatan, kepada
pasien dengan menjemput dengan menggunakan kendardalans dengan segala fasilitasnya.

19.Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepasignp untuk membantu penegakan
diagnosis dan terapi.

20.Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanandiegkan di rumah sakit yang secara tidak
langsung berkaitan dengan pelayanan medik.

21.Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Memigalah pelayanan yang diberikan oleh
Instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayarfesioterapi, terapi okupasional, terapi wicara,
ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jpsikologi serta rehabilitasi lainnya.

22.Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan ydmggikdin dalam bentuk konsultasi antar
Spesialis, Gizi, psikologi dan Konsultasi lainnya.

23.Pelayanan medikolegal adalah pelayanan kesehatanberkaitan dengan kepentingan hukum.

24.Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedafaay menggunakan pembiusan umum dan
local.

25.Tindakan medik non operatif adalah tindakan targraledahan.

26.Cyto adalah tindakan pelayanan kesehatan yangfdiessegera untuk menghindari seseorang dari
kematian/cacat.



27.Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatannyaimuti Perawatan Jenazah, Konservatif
yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingatayanan kesehatan, pemakaman dan
kepentingan proses peradilan.

28.Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturapeataitungan besaran tarif rumah sakit.

29.Tarif adalah besaran biaya yang digunakan dalarateegpelayanan kesehatan yang dibebankan
kepada subyek retribusi sebagai imbalan atagpglsganan yang diterimanya.

30.Jasa adalah pelayanan dan/atau kemudahan yarkaibeoleh Rumah Sakit kepada seseorang
atau badan dalam rangka pelayanan kesehatan.

31.Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima olltkgama pelayanan atas jasa yang diberikan
kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosigppatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik
dan atau pelayanan terkait lainnya.

32.Jasa Visite/konsultasi medis spesialis adaldbaiam yang diterima oleh pelaksana Pelayanan
(Dokter Spesialis ) atas jasa yang diberikan #agzasien dalam rangka pencegahan, observasi,
pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan pelayanan terkait lainnya.

33.Jasa Visite/konsultasi Dokter umum adalah imbalangyditerima oleh pelaksana Pelayanan
(Dokter umum) atas jasa yang diberikan kepad#@&pagalam rangka pencegahan, observasi,
pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya

34.Jasa Keperawatan adalah Imbalan yang diterima teledga perawat atas jasa yang diberikan
kepada pasien selama perawatan.

35.Jasa Medikal Intervensi adalah Imbalan yang di@meh tenaga medis/perawat dalam melakukan
tindakan medik.

36.Jasa Perawat Bedah adalah Imbalan yang diterinatefega perawat atas jasa yang diberikan
kepada Pasien selama tindakan operasi.

37.Jasa Sarana adalah Imbalan yang diterima oleh RuBa&it atas pemakaian sarana, fasilitas
Rumah Sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dainkaksehatan habis pakai yang digunakan
langsung dalam rangka observasi, diagnosis, peteyoblan rehabilitasi dan pemakaian sarana non
operasional.

38.Penjamin adalah instasi/lembaga/Badan Hukum/sesg@ebagai penanggungjawab atas retribusi
pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang makggimendapat pelayanan di Rumah Sakit.

39.Penerimaan RSUD Raden Mattaher Jambi terdiri daailkdbmponen yaitu penerimaan fungsional
dan penerimaan non fungsional.

40.Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerirgang diperoleh sebagai imbalan atas
pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yamgikdib oleh Rumah Sakit Daerah Raden
Mattaher dalam menjalankan fungsinya melayani kiépggin masyarakat atau Instansi lainnya.

41.Penerimaan non fungsional adalah penerimaan ygmeyaeh sebagai imbalan atas usaha/kerja
unit-unit antara lain : parkir, penyewaan saranan&u Sakit dan kemungkinan-kemungkinan
usaha-usaha lain kedepannya yang berada di lingkuR§UD Raden Mattaher Jambi.

42.Bahan dan/atau alat adalah bahan dan/ atau ala hedals pakai berupa obat-obatan, bahan kimia,
alat kesehatan dan bahan medis yang digunaaaraslangsung dalam rangka pencegahan,
observase, diagnosis, pengobatan dan konsultasie,viehabilitasi medik dan atau pelayanan
terkait lainnya.

43.Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yancptat dan tersedia di ruang rawat inap.

44. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat iaapasuk makan dan minum di rumah sakit.
BAB |1

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Nama retribusi adalah retribusi pelayanan kesehatan
Pasal 3

(1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yarggiki#im oleh Rumah Sakit.



(2) Pengecualian objek retribusi antara lain yaitu:.dadtaran, pelayanan kesehatan, kegiatan-kegiatan
dalam rangka bakti sosial, dan kegiatan P3K

(3) Subyek retribusi adalah orang pribadi dan/atau ha@ang mendapat pelayanan kesehatan dari
Rumah Sakit.

Pasal 4
Retibusi pelayanan kesehatan digolongkan sebeigdiusi jasa umum.

BAB |11
RUANG LINGKUP PELAYANAN
Pasal 5
(1) Rumah Sakit merupakan pusat rujukan dari selurtdnagkesehatan yang ada di Provinsi Jambi.
(2) Pelayanan Rumah Sakit meliputi :
Konsultasi;
Rawat Jalan;
Rawat Inap;
Rawat Darurat;
Rawat sehari;
Rawat Khusus (ICU/Isolasi/HCU/Perinatoligi);
Pelayanan Medik;
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Pelayanan Penunjang Medik;

Pelayanan Kebidanan dan Kandungan
Pelayanan Penunjang Non Medik;
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k. Pelayanan Rehabilitasi Medik & Mental,

Pelayanan Konsultasi Khusus;

Visite Dokter;

Pelayanan Kefarmasian;

Pemulasaran atau Perawatan Jenazabh;
Visum Et Repertum,;
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Pemeriksaan Kesehatan;
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Pelayanan Keperawatan;
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Pelayanan Mobil Ambulan/Ambulan Care Unit/Mobil deah;
t. Pelayanan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai;

BAB IV
KLASIFIKASI RUANG PERAWATAN
Pasal 6
(1) Klasifikasi ruang perawatan di Rumah Sakié@dipkan sebagai berikut :
a. kelas Super VIP;
kelas VIP;
kelas Utama 1,
kelas Utama 2;

® a0 o

kelas I;



